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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Peran Kepolisian dalam penerapan Restorative Justice terhadap anak 

yang berkonflik dengan hokum, yaitu pertamaKepolisian memilki 

peran sebagai pihak pertama yang menangani suatu perkara yaitu 

dengan melaksanakan mekanisme penyelidikan dan penyidikan serta 

proses penerapan Restorative Justice. Kedua menerapkan penyelesaian 

dengan Restorative justice dilakukan sebagai penyelesaian suatu 

kejahatan melalaui pertemuan mempertemukan antara pelaku dengan 

korban, keluarga, dan dari pihak-pihak lain seperti penegak hukum dan 

pembimbing kemasyarakatan. Ketigadalam proses penerapan 

Restorative justice kepolisian berperan sebagai mediator agar 

tercapainya kesepakatan hukum bersama yang berdasarkan asas 

keadilan, kepastian dan kemanfaatan. 

2. Hambatan dalam penerapan penerapan ini terhadap anak yang 

memiliki konflik dengan hukum yaitu, Pertama penerapanRestorative 

Justice (diversi) hanya dapat dilakukan pada perkara tersebut 

sedangkan untuk tindak pidana berat seperti pemerkosaan, pencabulan 

dan lain-lain terkadang ada yangmendapatkan kesepakatan diversi dan 

ada pula yang tidak, jadi diversi itu dikatakan gagal. Kedua adanya 

perbedaan dalam memaknai prinsip keadilan Restoratife (Restorative 

Justice) sebagai metode penyelesaian perkar dengan perdamaian, tetapi 

makna nya dapat diartikan sebagai pemenuhan rasa keadilan bagi 
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semua pihak yang terlibat perkara pidana. Ketiga kurang nya 

pemahaman korban dan/keluarga, pelaku dan/atau keluarga pelaku, 

tokoh masyakat serta masyarakat setempat berhubungan dengan 

penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara 

pidana.Keempatprilaku anggota keluarga seorang korban yang memiiki 

anggapan bahwa adanya restorative justice tidak dapat menggantikan 

pertanggungjawaban untuk pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh 

anak kemudian di lepas dari tanggung jawab atas kesalahannya. 

B. Saran 

1. Untuk aparat kepolisian lebih baikdiselenggarakan perbaikan secara 

internal, khusus dalam membuat standar operasiaonal `prosedur 

penanganan tindak pidana. 

2. Kepada pihak kepolisian Polres Lombok Tengah untuk meningkatkan 

penerapkan restorative justicedengan cara tindak pidana di Kabupaten 

Lombok Tengah.  
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